
BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur permintaan ekstradisi yang dilakukan oleh setiap negara 

harus memenuhi beberapa tahapan, syarat, unsur serta azas menurut 

hukum nasionalnya masing-masing agar proses ekstradisi tersebut 

dapat terlaksanakan. Dasar hukum yang mengatur tentang ekstradisi 

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang 

Ekstradisi.  

2. Proses penegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan transnasional 

dalam prespektif KUHP dilandasi oleh beberapa azas yang terdapat 

dalam Pasal 2-5 KUHP. Pengaturan azas tentang kejahatan 

transnasional  sebagaimana dimuat di beberapa Pasal dalam KUHP 

tersebut yaitu azas territorial, azas nasionalitas aktif dan azas 

nasionalitas pasif. 

 

 

 

 

 

 



B.  SARAN 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan ekstradisi, pengaturan tentang 

penolakkan permintaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik 

dan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dihilangkan (jika 

memang di negara Indonesia masih diberlakukan hukuman mati), agar 

pelaku kejahatan politik dan pelaku kejahatan yang diancam dengan 

hukuman mati tidak bisa berlindung dari kesalahannya dengan pergi 

ke negara lain sehingga tidak bisa diadili di Indonesia atas 

perbuatannya. 

2. Agar tetap terlihat adil oleh negara lain, sebaiknya pelaksanaan 

ekstradisi tetap harus dilaksanakan secara prosedural seperti harus 

telah adanya perjanjian ekstradisi terlebih dahulu antara negara yang 

bersangkutan (negara-peminta dengan negara-diminta) agar proses 

ekstradisi tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus melalui hubungan 

baik dan tetap dapat terlaksana secara prosedural.    
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